
SALINAN 

GUBERNUR DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

PERATIJRAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR 1 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Kepala Daerah 
menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang 
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh 
Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan 
setelah tahun anggaran berakhir; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanj a Daerah Tahun Anggaran 2020; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 



4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota 
Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia ICiomor 6322); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis 
Akrual pada Pemerintah Daerah; 
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14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan 
Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5); 

16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 
(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 
Tahun 2019 Nomor 104); 

17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2020 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta Tahun 2020 Nomor 102); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

dan 

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2020. 

Pasal 1 

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 berupa laporan keuangan 
yang memuat: 

a. Laporan Realisasi Anggaran; 
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 
c. Laporan Operasional; 
d. Laporan Perubahan Ekuitas; 
e. Neraca; 
f. Laporan Arus Kas; dan 
g. Catatan atas Laporan Keuangan. 

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilengkapi dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan 
Badan Usaha Milik Daerah. 



(3) Laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha 
Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum 
dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Daerah mi. 

Pasal 2 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020 sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut: 

a. Pendapatan Daerah 	Rp55.887.004.237.727,00 
b. Belanja Daerah 	 Rp52.088.133.628.022,00 
c. Surplus 	 Rp3.798.870.609.705,00 
d. Pembiayaan Daerah 

- Penerimaan Pembiayaan Rp5.582.816.579.812,00 
- Pengeluaran Pembiayaan 	Rp 4.215.991.139.321,00 

e. Pembiayaan Neto 	 Rp1.366.825.440.491,00 
f. Penyesuaian: Selisih Kurs 	 Rp 	240.163,00 

Belum Terealisasi 

g. Sisa Lebih Pembiayaan 	 Rp5.165.696.290.359,00 
Anggaran (SiLPA) 

Pasal 3 

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 adalah sebagai berikut: 

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah 
Rp1.347.614.527.742,00 dengan rincian sebagai berikut: 

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan 	Rp 57.234.618.765.469,00 
b. Realisasi 	 Rp 55.887.004.237.727,00  

	

Selisih kurang (Rp 	1.347.614.527.742,00) 

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah 
Rp6.862 .938.087.846,00 dengan rincian sebagai berikut: 

a. Anggaran belanja setelah perubahan 	Rp 58.951.071.715.868,00 
b. Realisasi 	 Rp 	52.088.133.628.022,00  

	

Selisih kurang (Rp 	6.862.938.087.846,00) 

(3) 
	

Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ defisit sejumlah 
Rp5.515.323.560.104,00 dengan rincian sebagai berikut: 

a. Anggaran 	Surplus/defisit 	setelah (Rp 	1.716.452.950.399,00) 
perubahan 

b. Realisasi 	 Rp 	3.798.870.609.705,00  

	

Selisih lebih Rp 	5.515.323.560.104,00 



(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan 
sejumlah Rp583.668.370.587,00 dengan rincian sebagai berikut: 

a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah Rp 6.166.484.950.399,00 
perubahan 

b. Realisasi 
	

Rp 	5.582.816.579.812,00 
Selisih kurang (Rp 	583.668.370.587,00) 

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan 
sejumlah Rp234.040.860.679,00 dengan rincian sebagai berikut: 

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah Rp 4.450.032.000.000,00 
perubahan 

b. Realisasi 	 Rp 4.215.991.139.321,00 
Selisih kurang (Rp 	234.040.860.679,00) 

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah 
Rp349.627.509.908,00 dengan rincian sebagai berikut: 

a. Anggaran pembiayaan neto Rp 1.716.452.950.399,00 
setelah perubahan 

b. Realisasi 

	

	 Rp 1.366.825.440.491,00  
Selisih kurang (Rp 349.627.509.908,00) 

(7) 	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2020 terdiri dari: 

a. Kas di Kas Daerah Rp 3.954.827.809.333,00 
b.  
c.  

Kas di Bendahara Penerimaan 
Kas di Bendahara Pengeluaran 

Rp 16.472.269,00 

(termasuk Piutang kelebihan 
pembayaran pihak ketiga) Rp 209.757.152.285,00 

d.  Kas dan Setara Kas BLUD Rp 1.001.094.856.472,00 
e.  SiLPA Tahun 2020 Rp 5.165.696.290.359,00 

Pasal 4 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih untuk periode yang 
berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 ayat(1) huruf b adalah sebagai berikut: 

a.  

b.  

Saldo 	Anggaran 	Lebih 	per 	1 
Januari 2020 
Penggunaan Saldo Anggaran Lebih 
sebagai Penerimaan Pembiayaan 

Rp 1.203.971.456.696,00 

Tahun Berjalan (Rp 1.203.971.456.696,00) 
c.  Pendapatan Rp 55.887.004.237.727,00 
d.  
e.  

Belanja 
Penerimaan Pembiayaan 

(Rp 52.088.133.628.022,00) 

Rp 5.582.816.579.812,00 
f.  
g• 

Pengeluaran Pembiayaan 
Penyesuaian: Selisih Kurs Belum 

(Rp 4.215.991.139.321,00) 

h. 
Terealisasi 
Saldo 	Anggaran 	Lebih 	per 	31 

Rp 240.163,00 

Desember 2020 Rp 5.165.696.290.359,00 



Pasal 5 

Laporan Operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 
Desember 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf 
c adalah sebagai berikut: 

a. Pendapatan — LO 
b. Beban 

c. Surplus dari Kegiatan 
Operasional 

d. Surplus Non 
Operasional 

e. Defisit Non 
Operasional 

f. Surplus dari Kegiatan 
Non Operasional 

g. Pendapatan Luar 
Biasa 

h. Beban Luar Biasa 
i. Pos Luar Biasa 
j. Penyesuaian: Selisih 

Kurs Belum 
Terealisasi - LO 

k. Surplus - LO  

Rp 75.420.120.604.345,00 
(Rp 59.374.372.129.736,00) 

Rp1.081.886.720.747,00 

(Rp5.185.560.592,00)  

Rp16.045.748.474.609,00 

Rp 1.076.701.160.155,00 

Rp 	 0,00 

Rp 	240.163,00  
Rp17.122.449.874.927,00 

Rp0,00 
(Rp0,00) 

Pasal 6 

Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2020 sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut: 

a. Ekuitas per 1 Januari 2020 
b. Koreksi Penambahan Ekuitas 
c. Koreksi Pengurangan Ekuitas 
d. Surplus - Laporan Operasional 

e. Ekuitas per 31 Desember 2020  

Rp 506.572.395.414.381,00 
Rp 	3.429.398.300.577,00 
(Rp 	21.871.039.505.830,00) 
Rp 	17.122.449.874.927,00 
Rp 505.253.204.084.055,00 

Pasal 7 

Neraca per 31 Desember 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
ayat (1) huruf e adalah sebagai berikut: 

a. Jumlah Aset 
	 Rp 52 0.360.899.906.2 72,00 

b. Jumlah Kewajiban 
	 Rp 	15.107.69 5.822.2 17,00 

c. Jumlah Ekuitas 
	 Rp 50 5.2 53.204.084.0 5 5,00 



Pasal 8 

Laporan Arus Kas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 
Desember 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f 
adalah sebagai berikut: 

a.  Saldo kas awal per 1 Januari 2020 Rp 1.204.100.752.341,00 
b.  Arus kas dan i aktivitas operasi Rp 5.770.407.461.414,00 
C. Arus kas dan i aktivitas investasi (Rp 4.439.136.828.323,00) 
d.  Arus kas dan i aktivitas pendanaan Rp 2.630.453.960.309,00 
e.  Arus kas dan i aktivitas transitoris Rp 15.446.805.513,00 
f.  Penyesuaian: Selisih Kurs Belum Rp 240.163,00 

Terealisasi 

g.  Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2020 Rp 5.181.272.391.417,00 

Pasal 9 

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2020 meliputi penjelasan naratif 
atau rincian dan i angka yang tertera pada pos laporan keuangan. 

Pasal 10 

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan i Peraturan 
Daerah ini, terdiri atas: 

a. Lampiran I 	: Laporan Realisasi Anggaran; 

Lampiran 1.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut 
Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 

Lampiran 1.2 

Lampiran 1.3 

Lampiran 1.4 

: Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut 
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

: Rekapitulasi Realieasi Anggaran Belanja Daerah 
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi, Program dan Kegiatan; 

: Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah 
untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan 
Pemerintahan Daerahdan Fungsi dalam Kerangka 
Pengelolaan Keuangan Negara; 
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b. Lampiran II 

c. Lampiran III 

d. Lampiran IV 

e. Lampiran V 

f. Lampiran VI 

g. Lampiran VII 

h. Lampiran VIII 

i. Lampiran IX 

Lampiran X 

k. Lampiran XI 

1. Lampiran XII 

m.  Lampiran XIII 

n.  Lampiran XIV 

o.  Lampiran XV 

P' Lampiran XVI  

: Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 

: Laporan Operasional; 

: Laporan Perubahan Ekuitas; 

: Neraca; 

: Laporan Arus Kas; 

: Catatan atas Laporan Keuangan; 

: Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; 

: Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak 
Tertagih; 

: Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan 
Dana Bergulir; 

: Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; 

: Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan 
Pengurangan Aset Tetap Daerah; 

: Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; 

: Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan; 

: Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; 

: DaftarDana Cadangan Daerah; 

q' Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek; 

r. Lampiran 	: Daftar Kewajiban Jangka Panjang; 
XVIII 

S. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan 
Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali 
dalam Tahun Anggaran Berikutnya; dan 

t. Lampiran XX : Ikhtisar 'Laporan Xeuangan Badan Usaha Milik 
Daerah/Perusahaan Daerah. 

Pasal 11 

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagai rincian lebih lanjut dan i pertanggungjawaban 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
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Pasal 12 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 15 Oktober 2021 

GUBERNUR DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 

ttd 

ANIES RASYID BASWEDAN 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 19 Oktober 2021 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 

ttd 

MARULLAH MATALI 

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
TAHUN 2021 NOMOR 201 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH 

PROVINSI DA_RAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 
-;\ 

HANAH 
41994032003 

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA: (1-183/ 2021) 
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